
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 8 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang      : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang  

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

dan mengingat di wilayah Kabupaten Karanganyar sering 

terjadi bencana, maka perlu membentuk Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan    Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  

Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 



(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan   Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor  4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  

Nomor  4828); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  

Nomor  4829); 

 

 

 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 

Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non 

Pemerintah dalam Penanggulanan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  

Nomor  4830); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 

BUPATI KARANGANYAR 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.  

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik   Indonesia   sebagaimana  dimaksud  dalam  

Undang-Undang    Dasar    Negara   Republik  Indonesia  

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

 



5. Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah, Lembaga  Lain,   Kecamatan     dan     Kelurahan    Kabupaten 

Karanganyar. 

6. Sekretaris    Daerah    adalah   Sekretaris   Daerah   Kabupaten Karanganyar.  

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

BPBD   adalah     Badan     Penanggulangan     Bencana   Daerah    

Kabupaten Karanganyar. 

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 

oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN  

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 

 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  

    

Pasal 3 

(1) BPBD  merupakan unsur pendukung  tugas Bupati  dalam  penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati. 

 

 

 

 

 



(2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;  

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;  

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;  

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala 

Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 

kondisi darurat bencana; 

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta 

mempertanggungjawabkan penggunaannya; 

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

h. melaksanakan    kewajiban   lain   sesuai  dengan   Peraturan   

Perundang-undangan.  

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

BPBD mempunyai fungsi :  

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan 

efisien; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu dan menyeluruh; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4 

(1) Susunan organisasi BPBD, terdiri atas : 

a. Kepala; 

b. Unsur Pengarah; 

c. Unsur Pelaksana. 



(2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara ex-officio 

dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

(3) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,  terdiri 

dari : 

a. Instansi terkait; 

b. Tenaga Profesional/ahli. 

(4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

(5) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 

dari : 

a. Kepala Pelaksana; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; 

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(6) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang 

membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-hari, 

dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara 

terintegrasi meliputi pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. 

(7) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, 

instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain 

yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana; 

b. pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, 

logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang 

ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka 

penanganan darurat bencana;  

c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja 

perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah 

dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

 



(8) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 

(9) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 

(10) Bagan organisasi BPBD sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

BAB V 

ESELON DAN KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 5 

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, 

adalah Jabatan Struktural eselon III.a. 

(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat  (5)  huruf  b,  huruf  c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural 

eselon IV.a. 

 

 

BAB  VI 

TATA KERJA 

 

Pasal  6 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala 

Pelaksana, Kepala Sekretariat dan para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi di lingkungannya, serta dengan instansi lain di luar BPBD 

sesuai dengan tugas masing-masing. 

 

Pasal 7 

(1) Setiap kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

 



(2) Setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Setiap kepala satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan 

berkala tepat pada waktunya. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap kepala satuan kerja dibantu oleh 

satuan kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.  

 

 

BAB  VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 8 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang pada saat ini menjalankan 

fungsi di bidang penanggulangan bencana, masih tetap menjalankan tugasnya 

sampai dengan dilantiknya Pejabat pada BPBD berdasarkan Peraturan Daerah 

ini. 

 

 

BAB  VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  9 

Penjabaran tugas dan fungsi BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal  10 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 

pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 

 

 

 



Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 

 

 

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 4 April 2011 

BUPATI KARANGANYAR, 

 

 

 

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum. 

 

Diundangkan di Karanganyar 

pada tangal 4 April 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

 

 

 

  Drs. KASTONO DS., MM. 

    Pembina Utama Madya 

NIP. 19540809 197903 1 003      

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 8          



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 8 TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 

 

I. UMUM 

Kabupaten Karanganyar dengan kondisi geografisnya yang beragam 

memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi terutama berupa 

bencana tanah longsor dan angin ribut. Penanganan terhadap bencana alam 

selama ini masih dirasakan belum maksimal, terutama terkait perangkat 

daerah yang mampu mengkoordinasikan penangan bencana secara terpadu 

meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta 

rekonstruksi, sehingga perlu ditetapkan satu Organisasi Perangkat Daerah 

yang khusus dibentuk untuk itu. 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang  Nomor 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah untuk efektifitas dan efisiensi, serta tertib 

administrasi di  bidang penanggulangan bencana. 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian visi, misi 

dan tujuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu melakukan penataan 

kelembagaan yang menangani bencana alam dengan mendasarkan pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk 

memberikan dasar hukum pembentukan BPBD perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

  Cukup jelas. 

 



Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN   
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR      : 8 Tahun 2011 
TANGGAL   : 4 April 2011 

 
 
 
 

BAGAN ORGANISASI 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI KARANGANYAR, 

 

 

 

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum. 
 
 
 

 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

SEKSI 
KEDARURATAN DAN 

LOGISTIK 

SEKSI 
REHABILITASI DAN 

REKONSTRUKSI 

 

SEKRETARIAT 

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA 

-  INSTANSI 
- TENAGA 

PROFESIONAL / AHLI 

KEPALA PELAKSANA  

KEPALA BPBD 

 

 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 


